Menimbang

Mengingat

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR Y9 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 146 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PANTI SOSIAL REHARILITASI
LANJUT USIA MULIA DHARMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor
146 Tahun 2021 telah ditetapkan Pembentukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut
Usia Mulia Dharma Provinsi Kalimantan Barat;

bahwa dalam rangka penyesuaian tugas dan fungsi di
bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, perlu
dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur
Nomor 146 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia
Mulia Dharma Provinsi Kalimantan Barat;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur  Nomor 146  Tahun 2021 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial
Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma Provinsi
Kalimantan Barat;

Pasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106};
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Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004.'téﬂtiahg' _Sis'«;:em
Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia -

Tahun 2004 Nomor 150, ’I‘ambahan Lembaran Negara':_. S

Republik Indonesia Nomor 4456); -

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2’0’09 tmtang’_f : '
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara, ‘Republik .- =
Indonesia Tahun 2009 Nomor 66, Tambahan Lembaran‘-'

Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparamr_? o
Sipil Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonema_-*:' SRR
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara--: L

Republik Indonesia Nomor 5494)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang:_ :

Pemerintahan Daerah (Lembaran = Negaxa Republlk-_”-; S
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Ta,mbahan Lem‘baran‘-; R
Negara Republik Indonesia Nomor 558’?) sebagaimana -
telah diubah beberapa kali - dan  terakhir dengan . | =
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta . =
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 =~ |
Nomor 245, Tambahan Lembaran Neg,ara Repubhk" B

Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang’:-.__: e s
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesaa;}'-- SRR e
Tehun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara | -
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagalmana telal
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun = =

2019 tentang Perubahan  Atas Peraturan Pemermtah
Nomor 18 Tahun 2016 tenta.ng Perangkat Daerahf-f’_-
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 - =
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Repubhk}:

Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang-;-f
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63; Tambahan;_-..'f_:_"_-_-g'5'_-' i
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) . =
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemenntahf-.*_ GESEnE e
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintalh Nomor 11 Tahun 2017 tenta:n“'.”f_:
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran ‘Negara © =
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68; Tambahan;”_ fiates]

Lembaran Negara Republik Indonesxa Nomor 6477)

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang';;:: _. _:' o
Standar Pelayanan Minimal. (Lembaran Nega}:a Repubhki- SRR
Indonesia Tahiun 2018 Nomor 2, ’I‘ambahan Lembaran'{ S

Negara Republik Indonesia Nomor 61 78);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentangf}i_. R
Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang.ﬁ i
Disabilitas (Berita Negara - Repubhk Indonesza Tahun-.-:“'-" '

2017 Nomoir 790);
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PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS -
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 146 TAHUN 2021 °
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 780);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar-

Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan

di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik -

Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 _tentaﬁg

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi e
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah . Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6)

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir-
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang -
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor -8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan _

Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran‘ -

Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor: 5

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat _

Nomor 5);

Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2021 _‘tentaiﬁrig' :
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat:

(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 202 1_':__'

Nomor 116};

Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2021 'tenfang"-
Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungm,-_.

serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial

Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma Provinsi.

Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kahmantan'. |

Barat Tahun 2021 Nomor 146);

MEMUTUSKAN:

DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA .
TEKNIS PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA MULIA
DHARMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT.
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Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2021
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma
Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun
2021 Nomor 146}, diubah sebagai berilkut :

1. EKetentuan Pasal 1 angka 22 diubah dan angka 23 dihapus, sehingga
Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

o kAW

10.

11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan.

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.

Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan  daerah yang memimpin pelaksanaan ~ urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalithantan Barat.
Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.

Dinas adalah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat.

Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Muha'_
Dharma Provinsi Kalimantan Barat yang selanjuinya disebut UPT.
PSRLU Mulia Dharma adalah unit teknis operasional yang

melaksanakan kegiatan teknis tertentu di bidang pelayanan rehabilitasi =~ -

sosial lanjut usia sesuai wilayah kerja dan rehabilitasi sosial
penyandang disabilitas.

Kepala UPT adalah Kepala UPT PSRLU Mulia Dharma. _ |
Aparatur 3ipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profes1'_ -

bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan: perjanjian .

kerja yang bekerja pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjuinya disebut Pegawai -ASN L

adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian -

kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi: -

tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. '

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian umuk '
menduduki jabatan pemerintahan.

tugas Dberkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan.
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Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yvang menduduki Jabatan
Administrasi pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan -

tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan _
Fungsional pada instansi pemerintah.

Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan
Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan |
mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi
sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengemb‘anga’h
untuk  memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi
sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Pelayanan Sosial adalah segala bentuk kegiatan pertolongan: sosnal yang =
diberikan pemerintah ataupun masyarakat untuk membantu para -
korban (klien) agar dapat mengoptimalkan keberfungsian sosialnya.-

Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan 'peﬁghidup:aii-';

sosial baik materfal maupun spiritual yang diliputi-oleh rasa

keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang B
memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan

pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani,dan sosial yang. sebaﬂ«&-baﬂmya o _ ENEE

bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tmggl hak dan -
kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila. - ' '

Penyandang Masalah Kesejahterasn Sosial yang seialij&tnya'.disiri:gk:a"t_ G
PMKS adalah perseorangan, keluarga kelompok, dan/atau masyarakat = SR
yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau garigguan, tidak dapat = .

melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhlﬁ

kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupuin sosial ._secara.- o

memadai dan wajar.

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya dlsmgkat PSKS o
adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyar akat yang

dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendul{ung, _dan SR

memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Bimbingan sosial adalah salah satu cara dan upaya: serta. Ianglaah-'-_i

untuk mengetahui dan menindaklanjuti penyandang masalah terhadap_ |

masalah yang dihadapinya, untuk diajak dan dibimbing ke arah :' ._ R

perbaikan dalam kehidupan pribadi dan pergaulan masyarakat

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang: mengaiaj.m_

keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam’ jangka'
waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan - dapat -~
mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh: B

dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.: . |
Dihapus.
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Terlantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhl kebutuhan'
dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus. O

Assesment adalah pengungkapan dan pemahamsm masalah khen serta_" e

penyusunan program rehabilitasi.

Penyaluran adalah suatu kegiatan yang dlarahkem kepada khen untuk'f det
kembali dalam kehidupan keluarga dan masyaiaka‘t atau bekerga_ SRR

secara normadtif.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya dlsmgkat S?M adaiah'_' | '_
ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan B
urusan pemerintahan wajib yang berhak dzperoleh oieh se’uap warga-;_ R

negara secara minimal.

.Jenis Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan _'daia%n rangka:- Vi : o
penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar ya:ng berhakﬂ'._] T

diperoleh oleh setiap warga negara secara mmnnai

sebagai berikut :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 4 UPT_ f:.":_'-; o

Pasal 5

PSRLU Mulia Dharma mempunyai fungsi :

a.
b.

penyusunan program kerja di lingkungan UPT PSRLU Muha Dha1 ma, e .'
perencanaan kegiatan berkaitan deﬁg&m aparatur dan’ umum :: o
pengelolaan keuangan dan  aset di hngkungan UPT PSRLU Mulia i

Dharma;

penyelenggaraan kegiatan teknis di bidang rehabﬁztam Soszal }a.njut uma"_-:f

dan penyandang disabilitas;

penyelenggaraan kegiatan teknis Operasmna’i di bzdamg pengasuhan dan o

perawatan lanjut usia dan: penyandaﬂg disabﬂitas

penyelenggaraan kegiatan teknis operaswna} di bldang pelayaﬂan,

kesejahteraan sosial dan rehabilitasi soszal bagi 1an3ut usia;-
penyelenggaraan kegiatan teknis operasmnal di bldang pelayana11=ﬁ"’”"

kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial. penyandang dlsablhtas da-ﬂ'_i;. Sl

dalam panti;

penyelenggaraan kegiatan teknis opera&zonal dz bldang penerzmaan,f’l'f :
assesment, bimbingan sosial; bimbingan . ﬁsxk bimbinﬁan 1<eterampﬂan-i :

serta bimbingan lanjutan;

penyelenggaraan kegiatan penyaluran terhadap pelayanan dan'..__: Etat

rehabilitasi sosial lanjut usia dan penyandang disa‘bﬂltas

pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepaia Dmas dz bzdang"_’l__'.:’_f' i

rehabilitasi sosial lanjut usia dan peﬂyandang dxsabﬂﬁas dan

pelaksanaan fungsi lain di bidang rehabilitasi sosnal Ia‘rajut llSla dan:;f'_':._f o

penyandang disabilitas yang dm&rahkan Kepala Dmas
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Pasal I

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penguﬂdaﬂgar_i'fPeratui‘éﬂ L
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi -
Kalimantan Barat. S

Ditetapkan di Pontianak

pada tanggal |7 - Kjpebug B2
FGUBERNUR KALIMANTAN BARA’:{*,@@_ s

Diundangkan di Pontianak
i H S Y j x
pada tanggal ' .. §f§“‘€&, o .

Plh. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

SUKALIMAN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR E@‘?f IRt
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